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A B S T R A K  

ANALISIS KEBIJAKAN KERJASAMA PEMBIA Y AAN OPERASIONAL ... 
PENERBANGAN SUMATERA UT ARA AIRLINES (SUTERA) ANT AR 

KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PANT AI BARAT SUMATERA 
UTARA 

N a m a  
NPM 
Program Studi 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

: Hasni Anggreini Lubis 
: 04 1801068 
: Magister Administrasi Publik 
: Drs. Murbanto Sinaga, MA 
: Drs. Kariono, MA 

Dalam UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 
2004, salah satu pasal didalamnya diatur. Perrterintahan Daerah adalah bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat 
serta meningkatkan daya saing. 

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersebut temyata banyak kendala 
yang dihadapai oleh masing-masing daerah yaitu antara lain keterbatasan dana 
pembangunan akibat minimnya sumber-sumber pendapatan daerah. 

Kebijakan daerah untuk membangun sendiri-sendiri kebutuhan publik 
menyebabkan beban anggaran yang dipikul terlalu berat, sedangkan kebutuhan 
tersebut merupakan kebutuhan yang sama dengan kebutuhan darah sekitamya. 

Untuk mengatasi kendala inilah perlu dilaksanakannya kerjasama 
pembangunan dengan sistem pembiayaan dengan sistem pembiayaan bersama 
(Cost Sharing System). Manfaat Cost Sharing System rm adalah 
memaksimalisasikan keterbatasan dana pembangunan daerah terhadap kebutuhan 
masing-masing darah pada tujuan pembangunan yang sama sehingga tercipta 
suatu sinergi pembangunan. 

Sistem.-kerjasama pembiayaan ini diimplementasikan pada kerjasama 
operasional penerbangan Sutera I yang melayani jalur penerbangan yang 
menghubungkan lbukota provinsi di wilayah Pantai Timur dengan kabupaten/kota 
di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara. Kerjasama ini memberikan manfaat yang 
sangat siqniftkan bagi masyarakat di daerah tersebut khususnya dalam mengatasi 
masalah aksebilitas sarana transportasi dan keterisolasian darah yang disebabkan 
oleh terbatasnya sarana transportasi darat. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama pembiayaan bersama ini adalah 
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/kota serta PT. MNA sebagai 
operator penerbangan . Setelah terbentuknya forum kerjasama pembangunan di 
kawasan pantai se wilayah Pantai Barat Sumatera Utara ini diperoleh kesepakatan 
bahwa pemerintah memberikan jika terjadi kerugian pada setiap penerbangan 
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dengan memberikan kompensasi sebesar kerugian yang ditanggung oleh pihak 
operator. Kompensasi kerugian ini disebut sebagai Janminan Operasional 
Penerbangan (JOP), dan hila diperoleh keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan 
suatu koefisien pembagi yang tertuang dalam Nota Kesepakatan ( Memorandum 
of Understanding (MoU)) yang telah disepakati. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kerjasama pembiayaan 
(Cost Sharing Policy) terhadap operasional penerbnagan ke wilayah Pantai Barat 
telah memberikan efek ganda yang positif khususnya untuk empat kabupaten 
dimana bandara-bandara berlokasi yaitu Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah 
dan Tapanuli Utara. Efek gandanya adalah keempat kabupaten!kota berlomba­
lomba meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dimasing-masing 
bandara mereka dan mulai tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi 
kerakyatan dan transportasi darat. 
Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tersebut adalah tidak: 
diadakan alokasi dana untuk promosi dan sosialisasi serta terbatasnya anggaran 
untuk monitoring dan evaluasi operasional penerbangan disamping kendala yang 
paling rumit adalah keterlambatan pihak kabupatenlkota melunasi kewajiban 
membayar Cost Sharing serta keterbatasan armada pesawat yang disediakan oleh 
pihak operator penerbangan . 

Kebijak:an kerjasama pembiayaan penerbangan Sutera I ini merupak:an 
kebijakan Publik terhadap modal pembiayaan pembangunan daerah dan dirlilai 
mendapat renpon positif dari masyarak:at di daerah sehingga dalam pelaksanaan 
penerbangan Sutera I dapat dikategorikan berhasil dengan upaya masing-masing 
daerah untuk membuka keterisolasian daerah sekaligus meningkatkan 
kesej ahteraan masyarakat. 

Pola Cost Sharing System yang telah diimplementasikan pada operasional 
penerbangan Sutera I dapat pula diterapkan pada kerjasama daerah di bidang 
pembangunan lainnya khususnya pada bidang-bidang pembangunan dan 
pelayanan dasar kepentingan publik antara lain ; bidang sarana dan prasarana, 
bidang pendidikan dan bidang kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian telah pula ditemukan bahwa ada satu unit 
organissasi di pemerintahan kabupaten!kota yang tugas pokok dan fungsinya 
khusus menangani kerjasama daerah. Dipemerintahan provinsi, kerjasama daerah 
ditangani oleh satu bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Mengingat manfaat yang diberikan oleh kerjasama daerah , kedepan, perlu 
dibentuk suatu unit kerja organisasi yang khusus menangani kegiatan kerjasama 
daerah di kab/kota, demikian pula di pemerintahan provinsi diperlukan suatu unit 
yang khusus menangani kerjasama daerah. Unit yang terbentuk hams sej�ar 
dengan dinas atau badan yang ada atau minmal setingkat biro di pemerintahan 
provinsi. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Memasuki tahun kelima penerapan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 

yang direvisi dengan Undang-Undang · No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, melahirkan pertanyaan bagi penduduk khususnya b�gi masyarakat yang 

tinggal di daerah yakni, adakah perubahan pelayanan dan kesejahteraan yang 

dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili di kabupatenlkota atau di Provinsi? 

Apakah tujuan otonomi daerah telah benar-benar mulai dirasakan oleh 

masyarakat? Apakah kesejahteraan rakyat di provinsi dan di kabupatenlkoga 

cenderung meningkat? Bagaimana dengan kualitas pelayanan umum yang 

diberikan oleh· pemerintah daerah? Apakah masing-masing daerah mengalami 

peningkatan daya saing? Ketiga pertanyaan terakhir adalah makna hakiki tujuan 

otonomi daerah. Jika jawabannya "ya" secara meyakinkan, berhasillah daerah 

ersebut dalam menterjemahkan tujuan otonomi daerah. Sebaliknya jika 

·· wabannya "tidak", sebaiknya masing-masing· daerah perlu evaluasi diri tentang 

rpa sebenarnya yang kurang, dan kebijcikan apa yang mungkin perlu dibenahi. 

Umumnya kendala yang paling populer. diha�api ol�h masing-masing 

merintah ·daerah adalah keterbatasan anggaran (APBD) dalam memenuhi 

er utuhan belanja publik. Kebutuhan belanja publik terns meningkat sementara 

dapatan daerah peningkatannya relatif lamban meskipun berbagai Perda 

eribitkan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya tersebut. Kondisi ini 
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diperburuk lagi dengan kebijakan daerah untuk membangun sarana dan prasarana 

publik di daerahnya dengan caranya masing-masing Galan sendiri-sendiri) 

meskipun kebutuhan publik tersebu� bisa dikeijakan secara bersama-sama dengan 

daerah tetanggany� sebab kebutuhan publik di daerah tersebut juga merupakan 

kebutuhan yang sama di daerah tetangganya. Akihat kebijakan "jalan sendiri" ini 

menyebabkan timbulnya masalah beban anggaran yang terlalu berat bagi daerah 

itu. Bahkan banya):c rencana pembangunan hanya sebatas dokumen r;encana akibat 
. . 

terbatasnya anggaran yang mereka miliki sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunannya. Bagaimana merealisasikannya? Sebagai salah satu jawabannya 

adalah kebijakan keijasama daerah mutlak diperlukan agar tercipta suatu sinergi 

pembangunan. 

Kebijak� keijasama daerah juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 

tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Terdapat empat pasal yang mengatur 

tentang keijasarria tersebut, namun meskipun ·telah diatur di dalam undang-

undang, menurut basil survey penataan ekonomi daerah, keijasama antar daerah 

masih relatif rendah terutama dalam penyediaan pelayanan masyarakat di daerah 

ang terpencil, perbatasan antar daerah, sumber daya laut, pengelolaan dan 

manfaatan sungai yang melintas di beberapa daerah berdekatan, perdagangan, 

pendidikan, kesehatan, perkebunan, perikanan maupun keijasama pengelolaan 

asca panen dan distribusinya. Selain itu, masih banyak kegiatan-kegiatan lain 

: mng bisa dikeijasamakan sesuai dengan potensi dan masalah daerah yang 

rtetangga. Dengan keijasam� beban akan lebih ringan sebab ditanggung 

1sam� pencapaian skala pembangunan lebih besar dan akan tercipta suasana 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



105 

DAFT AR PUST AKA 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Bappedasu), 

Studi Alokasi Jaminan Operasional Penerbangan (JOP) Maskapai 

Penerbangan Sumatera Utara Airlines untuk 7 (tujuh) Kabupaten/Kota 

sekawasan Pantai Barat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Bappedasu), 

Ekspose Kepala Bappeda Sumatera Utara Dalam Rangka Rencana 

Pendirian Sumatera Utara Airlines di Kawasan Pantai Barat. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Bappedasu), 

Naskah Kesepakatan Pembentukan Forum Kerjasama Pembangunan 

Pengembangan Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara dan sekitamya. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Bappedasu), 

Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Sumatera 

Utara dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Kawasan Pantai Barat Sumatera 

Utara tentang Pengoperasian Penerbangan Sumatera Utara Airlines. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Bappedasu), 

Naskah Kesepakatan Kerjasama Pembagian Subsidi Ongkos 

Penerbangan Sumatera Utara Airlines antara Pemerintah 

Kabupaten/Kota Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. 
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Naskah kesepakatan kerjasama ini ditandatangani di Medan pada hari selasa, tanggal 
dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu dua, dalam 8 (delapan) Naskah.Asli dan 
ditandatangani oleh masing- smg · ak dan disetujui oleh bemur Sumater tara. 

J 
Drs. Tuani L. Tobing 

rUPATI TAPANULI SELATAN 

�t,M.._ 
Drs. H. M. Shaleh Iiarfibap 

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN 

,�� u 
Drs. Zulk (n��Nu..:; ution ;r I' 

Drs Sabat P. Panggabean 
. ,. 

yuPA 

P.rs. R.E. Nainggolan, MM 

Uinahati B. Baeha, SH 

Disetujui • Oleh : 

GUBERNUR SUr-.IATERA UTARA 

... 

�.RI�IN 

Halaman 3 dar! 3 halaman 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



LAMPIMN II 

GUBERNUR. SUMATERA UTARA 

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 

NOMOR: 553 I 1073.K /BIBU/ v I 2002 

TENT:\NG: 

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENIL�l PEND IRIAN PENERBANGAN SUMATERA UTARA 
AIRLINES Dl KAWASAN PANTAJ �T SUMATERA UTARA DAN SEKITARNYA 

1enimbang 

• ::ngingat · 

GUBERNUR IUwjATERA UTARA 

1. Ba�.wa sebagai ti11daklanjut dari kesepakatan kerjasama 
pembang� :nan p,::ngembangan Kawasan Pantai Barat Sumatera . 
Utara dan sekitamya adalah rencana Pendirian Penerbangan 
Sumatera Utara Airlines. 

2. Bahwa rencana Pendirian Penerbangan Sumatera Utara Airlines 
itii adalah kerjasama antara pemerintah.Propinsi Sumatera Utara . 

dan pem:;rintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, 
Kabupat2;1 Tap:·, null Selatan, Kabupaten Mandailing Natal,. 
Kabupaten Tapcnuli Utara, Kota Padang Sidimpuan dan 
Kabupatcn Nias dengan perusahaan PT. Rabin Global Air 
SerVin do untuk n 1engoperasikan Sumatera Utara Airlines. 

3. Bahwa untuk n:enindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang akan 
clikerjasarnakan diperlukan pembentukan sebuah Tim Teknis 
Penilai Pendiria:; Penerbangan Sumatera Utara Airlines di 
Kawasan Pantai La rat Sumatera Utara dan sekitamya. 

4. Bahwa u11tuk pernbentukan Tim Teknis Penilai dimaksud perlu 
dituangkan dalan; suatu Keputusan Gubemur Sumatera Utara. 

1. Undang-lJndang l�omor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan : ropms1 Sumatera Utara Jo. Peraturan 
Pemerintch NOI . .  or 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Propinsi. 

2. Undang-Undang : �omor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah . 

3. Undang-L:1dan� >lomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuang.::m antarc 'emerintah Pusat dan Daerah. 

4. Undang-L;ndanCJ No. 8 Darurat Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan C:1erah Otonom Kota Kota Besar dalam 
lingkungan Daew.1 Propinsi Sumatera Utpra. UNIVERSITAS MEDAN AREA



Ketiga 

Keempat · 

Tembusan: 

Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya 
keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD Propinsi 
Sumatera Utara dan APBD Kabupaten/Kota. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Keputusan ini disampaikan kepada : 
1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta 
2. Menteri Perhubungan RI, di Jakarta 
3. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara, dl Medan 
4. Bupati Tapanuli Tengah, di Pandan 
5. Walikota Sibolga, di Sibolga 
6. Bupati Tapanuli Selatan, eli Padangsidimpuan 
7. Bupati Mandailing Natal, di Panyabungan 
8. Walikota Padangsiclimpuan, di Padangsiclimpt.tan 
9. Bupati Tapanuli Utara, di Tarutung 
10. Bupati Nias, di Gunung Sitoli 
11. DPRD KabupatenTapanuli Tengah, di Pandan 
12. DPRD Kota Sibolga, di Sibolga 
13. DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, di Pi.ldangsidimpuan 
14. DPRD Kabupaten Mandailing Natal, eli Panyabungan 
15. DPRD Kota Padangsiclimpuan, d1 Padangsiclimpuan 
16. DPRD Kabupaten Tapanuli Ut.ara, eli Tarutung 
17. DPRD Kabupaten Nias, di Gunung Sitoli 

C:IJ'KSP- PnKS-PANTAl BARA nSK GUBSU-TIM SUIERA AiR. doc 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

Pertama 

Kedua. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom. 

6. PP No. 47 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(RTRWN) 

1. Naskah Kesepakatan Pemb�ntukan Forum Kerjasama 
Pembangunan Pengembangan Kawasan Pant ai Barat 
Sumatera Utara dan Sekitamya. 

• 

2. Proposal yang diajukan oleh PT . . Rabin Global Air Servindo 
yang berjudul "Proposed Air SerVice Package to Province of 
Nothern Sumatera and its Neighbouring Area" 

3. Ekpose renc(.lna pendiriail Sumatera Utara Airlines yang 
clisamp::1ikan ol2h Bappeda Propinsi Sumatera Utara. 

!'S:M ti[USKAN 

Membentuk Tim T eknis Penilai pendirian Penerbangan Sumatera 
Utara Airlines eli l\awasan Pantai Barat Sumatera Utara dan 
Sekitamya c:.2n�; ': o·usunan tim seperti tercantum dalam lampiran 
Keputusan ini : 

· 

Tim Teknis Peni!z'.i bertugas: 

1. Membah.:ls u:ul rencana pendirian Penerbangan Sumatera 
Utara AL .inc:-. 

2. · Membahas proposal yang diajukan oleh PT. Rabin Global Air 
Servindo dari aspek teknis dan ekonomis antara lain 
mem<'\sar,.'m ':'")\·:scat dan merumuskan alokasi blok seat 

3. MerumuJwn · > c : :onisme pembayaran Blok Seat terhadap PT. 
Rabin G: .lJ<.< . ')ervindo. 

4. Member>.<:m 1�c:rtimbangan untuk diputuskan oleh Gubemur 
Sumaler, ... Utara. 

Ketiga ..... . 
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Pengarah 

Ketua 
Wakil Ketua , 

Sekretaris 

Anggota 

LAMPI RAN 
NOM OR 
TANGGAL 
TENTANG 

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA liTARA 
. 55.3/ 1073.K/BP3U/V/2002 
: 29 AGUSTUS �002 
: PEMBENTUf\AN TIM TEKNIS PENILAI · PENDIRIAN 

PENERBANGAN SUMATERA UTARA A1RUNE.S 01 
KAWASAN PANTAI BARAT SUMATERA UTARA DAN 
SEKITARNYA ,. 

- Wagub-! Bidang Ekonomi & Pembangunan Prop. Sum. Utara 
- Sekrern ris Dacrah Ptopinsi Sumatera Utara 
- Yang n�;:waki!I DPRD Propinsi Sumatera Utara 

- Kepa1a L)�ppeda Propinsi S�atera Utara 
- Kadis Pc: ·hubt.ngan Propiilsi Stimatera Utara 
- Wakil K.T-ala Bappedasu 
- Kabid p. rcncz:!1aan Kerjasama Pembangunan dan 

Penger:. ,(1!1g<:: 1 TeknoJogi·Bappedasu 
- Sekrelli .. :; Uax::-pedasu 

1. Kepala !./':';(IS r 2rindustrian dan Perdagangan 
2. Murbar:: · Sina �a. sr:., MA Staf Ahli Bappedasu 
3. Bappec' T<1pa .uli Tcngah 
4. BappeC .<:t)O u 
5. Bappe<.:i �-<.p<:. :uli Selatan 

6. Bapped-- lvlanc:illing Natal 
7. Sapped·. :">::,& ... :gsidimpuan 
8. Sapped" ·;·:"pa .uli Utara 
9. Bapped .. f·,i<iS 
10. Kab id P . -�:lul' ·:�an SDM dan Sosbud Bappedasu 
11. Kabid P ··,·,c .. i'oncmi Dan Keuangan Bappedasu 
12. Kabid p, :�r:cai 1an Sarana dan Prasarana Bappedasu 
13. Perum h ··kas--"' Pun Medal) 
14. Kasubbi .. · '..:rj<l :lm�. Antar Daeral1 dan Lembaga Masyarakat 

Bappedz . 1:. ipi :.;i S:.trnatera Utara 
15. Staf Bup ..:( 1 [ .)ph.< Sumatera Utara 
16. Staf Din: . 11 �ri bur�rr<"n Propinsi Sumatera Utara 

. ..� ;, 
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NOTA KESEPAHAMAN 
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING) 

an tara 

LAM!'IlW(-- III. 

IJ;ill. 
Merpatl 

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA 

dengan 

PT.MERPATI NUSANTARA AIRLINES 

ten tang 

PENGOPERASIAN PENERBANGAN 
DI KA'NASAN PANTAI BARAT SUMATERA UTARA 

Nomor: E.13/MOU/ II/2003 
Nomor: 555/ 0127 

Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga, bulan Januari tahun dua ribu tiga, kami yang 
bertandatangan di bawah ini adalah masing-masing sebagai berikllt : 

L T. RIZAL NURDIN, Gubernur Sumatera Utara, daJam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut juga 
PIHAK PERTAMA, dan 

II. HOTASI NABABAN, President Director, dalarn hal ini bertindak untuk dan atas 
nama PT. (Pcr·scro) l\1ERPATI NUSANTARA AIRLINES, beralamat di jalan 
Angkasa Bl,9k B.l5 Kav. 2 & 3, Ja.'\arta 10720, selanjutnya disebut PIHAK 
KEDUA. 

Teriebih dahulu mcnerangkan bahwa: 

1. 

2. 

Untuk tujuan pengembangan daerah-daerah di Propinsi Sumatera Utara, PIHAK 
PERTAMA bermalcsud akan mengadakan Kerjasama dengan PIHAK KEDUA 
untuk menyelenggarakan penerbangan untuk mengangkut penumpang dan barang 
(Jasa Angkutan Udara). 

PIHAK KEDUA adalah pcrusahaan penerbang�n n s'fnal yang menyediakan jasa 
penerbangan domestik, internasional dan charter. � � 

� _/ 
. (} /Berdasarkan ...... . 
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d. Data yang rligunakan sebagai dasar perhitungan adalah report dari 
crew yang.aktif. 

i' 

7. Semua kete1'1tuan dalam PERJANJIAN sepanjang tidak bertentangan 
dengan PERJANJIAN TAMBAHAN ini tetap berlaku dan mengikat kedua 
pihak. 

8. PERJANJIAN TAMBAHAN ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
PERJANJIAN. 

Demikian PERJANJi/-\N TAMBAH/\N ini drbuat di Jakarta pada hari, bulan, tahun 
sebagaimana disebutkatl dimuka dibuat dalam rangkap dua (2) masing-masing 
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama . 

. :�.;: 

; i I"; ·, 
'- . . 
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